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ABSTRAK 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI 
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 

BERAT 

(Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021) 
 

OLEH: 
KORY HANDAYANI 

NPM: 198400151 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  

 
Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengeluarkan putusan No. 14-K/PMT-
I/BDG/AD/AD/III/2021 tentang penerapan sanksi pidana terhadap oknum TNI 
yang melakukan penganiayaan berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan penerapan sanksi berdasarkan 
putusan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian Yuridis 
Normatif yaitu penelitian yang mengemukakan kebenaran koheransi. Data dalam 
penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara. Berdasarkan 
hasil penelitian, pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh 
anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Faktor yang 
sangat mempengaruhi kecenderungan perilaku anggota TNI yang melanggar 
disiplin prajurit adalah kepribadian individu. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan 
berat, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan pasal 353 ayat (1) jo Ayat (3) 
KUHP jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo 
Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mempertimbangkan 
fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan hal yang 
memberatkan terdakwa dengan keyakinan hakim maka putusan yang dijatuhkan 
dalam kasus ini adalah pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan 
pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.  
 
 
Kata Kunci : Sanksi Pidana, TNI, Penganiayaan Berat. 
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ABSTRACT 

THE Ilt1PLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST 
_,f£.\tiBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNJ) WHO 

COMMIT SERIOUS ABUSES 

(A Study of Verdict No. 14-K/PMT-I/BDG/AD/111/2021) 

BY: 
KORY HANDA YANI 

REG. NUMBER: 198400151 
CRIMINAL LAW DEPARTMENT 

Medan Military High Court issued verdict no. 14-K/P MT-
. B!XJ AD/AD/lll/202I on the application of criminal sanctions against TN/ 

-: mara National Indonesia/Indonesian National Army) personnel who com1nitted 
:ou.s abuses. This research aimed to analyze legal regulations, causal factors, 

· he application of sanctions based on the verdict. This research was qualitative 
..;lr a normative juridical research method, namely research that conveys the truth 

_ ·· coherence. The data in the research used primary data sources in the form of 

en•ie1vs. Based on the results of the research, the legal regulations regarding 

7iminal acts committed by members of the TNI were contained in the Military 
Criminal Code and Law No. 31 of 1997 on Military Justice. The factor that greatly 
. . uenced the tendency of TN! members to violate soldier discipline was the 
:ndin.dual's personality. The considerations of the judge in rendering a decision 
against the TN! who committed the crime of aggravated ill-treatment, the accused 

H·as charged under Article 353 paragraph (1) in conjunction with paragraph (3) of 
·he Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (I) I of the Criminal 

Code in conjunction with Article 26 of the Criminal Code in conjunction with 
Arricle 228 paragraph (I) in conjunction with Article 229 of Law No. 3I of I997, 

iu 'ing into account the facts of the trial, such as mitigating and aggravatingfactors 
:~1 r the defendant and the confidence of the judge, the sentence in this case was 4 
: our) years and 6 (six) months imprisonment with an additional penalty of 
-'L missalfrom military service. 

~word.fl: Criminal Sanction, TNI, Serious Abuse. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia tentu menimbulkan 

keresahan serta rasa tidak aman pada masyarakat. Tindak pidana yang terjadi di 

Indonesia juga semakin beragam baik dari jenis tindak pidana itu sendiri maupun 

dari sisi pelaku. Terlebih lagi tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh warga sipil, 

melainkan seorang anggota militer dengan sapta marga dan sumpah prajuritnya 

sebagai bhayangkari negara dan bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan 

negara, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai pelatih rakyat guna 

menyiapkan kekuatan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau 

lawan.1 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 

Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan 

Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan 

pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer 

selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam 

internasional. 

Dalam hukum pidana secara umum yang dipakai untuk menentukan 

perbuatan yang mana boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman 

atau sanksi yang melanggarnya, sebagai aturan yang membuat sanksi hukum pidana 

 
1 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 

2006),  hal. 21 
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tentunya memiliki tujuan dari ditetapkan sanksi tersebut bagi yang melanggarnya, 

sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi 

pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, 

dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk 

kejahatan tentu membinasakan.2 

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak 

pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman sering 

dipakai dalam perundang-undangan. meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada 

“perbuatan” tapi “tindak”menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi 

hanya menyatakan keadaan konkrit.3 

Tindak pidana pada prinsipnya merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum, baik dalam bentuk formal maupun materil. Sejak pidato pengukuhan guru 

besar yang disampaikan oleh Moeljatno pada 1995, diskursus hukum pidana telah 

diperkaya dengan pandangan yang memisahkan tindak pidana dan 

pertanggungjawaban pidana. Menurut aajaran ini, tindak pidana diartikan sebagai 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.4 

Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang 

hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (detterent), baik 

ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang 

mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dan perbuatan 

jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.5 

 
2 J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, (Bandung: Bina Cipta,  2010) , hal.128 
3 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.55 
4 Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan, 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal. 17 
5 Andi hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hal.29  
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Berkaitan dengan adanya asas “Geen Straff Zonder Schuld”, terdapat adanya 

2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain: 

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabdian sesuatu yang diharuskan 

dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus 

tercantum dalam Undang-Undang Pidana. 

2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang 

tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Pidana 

(KUHP). 

Perubahan dalam perundang – undangan sesudah perbuatan dilakukan, 

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkanya.” 

Tindak pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia akan 

diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun Tentang 

Tentara Nasional Indonesia (TNI), sikap anggota Tentara Nasional Indonesia 

berttentangan dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 

Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa “Tugas pokok 

Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, 

mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. 

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai 

dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang 

khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda 
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dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum Pidana 

Militer merupakn suatau aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-

orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum 

yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-

kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri 

dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. 

Kejahatan militer biasa (military crime) yaitu perbuatan seseorang militer 

yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, 

misalnya melakukan tindak penganiayaan, penipuan, narkotika, penggelapan, 

pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Tindak pidana tidak hanya meliputi 

ruang lingkup tindak pidana pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga 

berkambang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, 

perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan 

adanya tindak kekerasan atau penganiayaan. Tindak kekerasan dalam masyarakat 

sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama 

maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, sedangkan bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang 

dipakai tergantung pada kasus yang terjadi. 

Tindak pidana penganiayaan adalah suatau perbuatan yang dilakukan secara 

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orng lain, dengan cara 

melakukan penyiksaan, penindasan dan sebagainnya6. Apabila seseorang telah 

melakukan perbuatan dengan sengaja sampai mengakibatakan seseorang atau 

korban merasakan sakit ataupun luka bahkan sampai menyebabkan kematian, 

 
6 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan 

Prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 5 
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kejadian ini dapat disebut dengan penganiayaan. Berdasarkan hal ini seseorang 

yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dari penganiayaan 

tersebut sudah memiliki sikap kesengajaan atau perencanaan dalam melakukan 

perbuatan untuk membuat rasa sakit terhadap orang lain dan perbuatan tersebut 

telah menimbulkan kerugian terhadap kesehatan orang lain. 

Perbuatan dalam bentuk penyerangan terhadap tubuh atau bagian dari 

tubuh seseorang yang menimbulkan rasa sakit atau luka hingga sampai 

mengakibatkan kematian, dapat dipidana sebagai kejahatan terhadap tubuh atau 

tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 kitab undang-undang 

hukum pidana yang menyatakan sebagai berikut: 

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua 

tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus 

rupiah.  

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-

lamnya tujuh tahun.” 

Berbeda halnya dengan masyarakat sipil, apabila seseorang anggota tni 

melakukan tindak pidana, maka ada aturan khusus yang hanya berlaku bagi TNI 

saja, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Peraturan ini 

di berlakukan kepada seluruh anggota TNI baik dari Tamtama, Bintara, maupun 

Perwira yang melakukan tindak pidana. 

Sanksi pidana yang diataur dalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum 

Pidan Militer) ini lebih berat di banding dengan sanksi pidana dalam Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau selanjutnya 

akan disebut KUHP. Karena pada prinsipsipnya KUHPM lahir karena ancaman 

hukuman bagi pelaku yang merupakan anggota TNI dirasa terlalu ringan kalau 

hanya diberlakukan hukum pidana umum.7 

Pidana yang dijatuhkan khusus oknum TNI yang melanggar ketentuan yang 

telah berlaku maka diatur di dalam pasal 6 KUHPM yang menyebutkan bahwa 

“penerapan pidana terhadap oknum militer yang terdiri dari pidana pokok berupa 

pidana mati,pidana penjara,pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana 

tambahan.8 Menurut Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa peradilan militer berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Yustisiable peradilan militer menurut Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 yaitu,prajurit yang 

berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit anggota suatu golongan 

atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit 

berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termsuk ke dalam golongan 

huruf a,b,c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman 

harus diadili suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.9 Walaupun 

sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan lebih 

berat tetapi masih banyak ditemukan kasus tindak penganiayaan yang dilakukan 

oleh anggota TNI yang bahkan korbanya  juga sesama anggota TNI. 

 
7 Moch Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2006) 

hal. 30 
8 Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 
9 Indonesia, Undang-undang Tentang Peradilan Militer, Pasal 9 UU No. 31 Tahun 

1997,LN No.84 Tahun 1997, TLN No.3713 
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Adapun contohnya kasus perkara dengan nomor putusan 14-K/PMT-

I/BDG/AD/III/2021 yang menjadi objek dalam penelitian ini, dimana dalam 

perkara tersebut terdakwa Kopral Satu Suhemi yang melakukan penganiayaan berat 

terhadap korban warga sipil bernama Jeffri Wijaya alias Asiong dengan luka yang 

diakibatkan oleh ruda paksa tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan 

pada rongga kepala dan jaringan otak disertai ruda paksa tumpul pada dada yang 

mengakibatkan meninggal dunia berdasarkan R/01/IX/2020/RS yang dikeluarkan 

oleh Rumah sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan tertanggal 19 September 2020. 

Atas perbuatan terdakwa dipidana penjara pokok selama 4 tahun 6 bulan dan pidana 

tambahan berupa pemecatan dari kedinasan militer Denpom I/5 Medan Pomdam 

I/BB. Dalam kasus ini pemecatan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak 

pidana penganiayaan dilaksanakan setelah mendapat putusan dari Pengadilan 

Militer. 

Berdasarkan penjelesan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas 

dengan melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan skripsi dengan 

judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang melakukan 

Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-

I/BDG/AD/III/2021)”  

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

yang dipaparkan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI atas tindakan pidana 

melakukan penganiayaan berat? 
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2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat 

yang dilakukan oleh anggota TNI? 

3. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan berat pada putusan nomor 14-K/PMT-

I/BDG/AD/III/2021? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian yang penelitian lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Anggota TNI Atas Tindak 

Pidana Penganiayaan Berat. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana 

Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh TNI. 

3. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Yang 

Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Pada Putusan Nomor 14-

K/PMT-I/BDG/AD/III/2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain : 

1. Secara teoritis 

Untuk mebuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya 

hidup dalam masyrakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya 

hukum dibina dengan perubahan –perubahan masyarakat. Hasil penelitian 

ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan 

beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya penerapan 
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sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana 

penganiayaan berat. 

2. Secara praktis 

a. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis serta mengetahui tentang 

suatu penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melkukn 

tindak pidana penganiayaan berat. 

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan termasuk para 

penegak hukum dan kalangan akademis untuk menambah wawasan 

dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitan dengan 

penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI dan tidak penganiayaan 

berat. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian lain mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anggota 

TNI yang melakukan tindak pidana yang sudah dilaksanakan oleh: 

1. Bagus Prantiarto, Mahasiswa Universitas Medan Area Falkutas Hukum dengan 

Nomor Induk Mahasiswa 158400049, meneliti tentang Tinjauan Yuridis Tindak 

Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil berdasarkan Studi 

Putusan Nomor: 42-K/PM.1-02/AD/IV/2018. Penelitian tersebut 

mempermasalahkan dan membahas: 

a. Hal-hal apa saja yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana penganiayaan oleh oknum TNI kepada warga sipil? 

b. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Penganiayaan Di Dalam 

Lingkungan TNI AD?  
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2. Ilham fauzi, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Fakultas 

hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa 1406200339, meneliti  tentang 

Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI Angkatan Udara Yang Melakukan 

Penganiayaan Terhadap Wartawan berdasarkan Analisis Putusan Nomor : 88-

K/PM I-02/AU/VI/2017. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan 

membahas: 

a. Bagaimana pengaturan bagi anggota TNI Angkatan Udara yang melakukan 

penganiayaan terhadap wartawan? 

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi jurnalis yang sedang melakukan tugas 

penelitian? 

c. Bagaimana penegakan hukum bagi anggota TNI Angkatan Udara yang 

melakukan penganiayaan terhadap wartawan? 

3. Irsan Gusfrianto, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur Fakultas Hukum dengan Nomor Induk 0771010126, meneliti 

tentang Pertanggungjawaban Pidana Tentara Nasional Indonesia Yang 

Menganiaya Sesama Anggota TNI berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor: 

PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009. Penelitian tersebut mempermasalahkan 

dan membahas:  

a. Apakah pertimbangan hukum hakim pengadilan militer yang menjatuhkan 

putusan atas kasus penganiayaan yang dilakukan sesame anggota? 

b. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana 

percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak 

pidana penganiayaan?  
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Berdasarkan pemaparan diatas dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana 

Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021” dengan perumusan 

masalah dan membahas : 

a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI atas tindakan pidana 

melakukan penganiayaan berat? 

b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat 

yang dilakukan oleh anggota TNI? 

c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan 

tindak pidana penganiayaan berat pada putusan nomor 14-K/PMT-

I/BDG/AD/III/2021? 

Sehingga judul dan perumusan masalah yang ditulis tidak ada kesamaan dari 

penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penulisan ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 

2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana 

Ditinjau dari segi etimologis, istilah sanksi berasal dari kata sanctie 

(Belanda),yang dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. 

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok 

tertentu.10 

Pada lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan, kata sanksi juga banyak 

digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok orang yang bersalah. 

Keberadaan sanksi dalam suatu masyarakat, merupakan konsekuensi logis dari 

tatanan social yang senantiasa berisi perintah larangan. Agar terjadi tertib sosial, 

terdapat suatu norma yang memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan 

tertentu, sekaligus melarang perbuatan yang dapat mengagganggu tertib sosial itu 

sendiri. Biasanya perintah untuk melakukan sesuatu sesuai imbalan, sedangkan 

laranagan disertai dengan sanksi agar dihormati dan dipatuhi. Imbalan negatif 

berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan imbalan positif berupa hadiah 

atau anugerah,yang kesemuanya ditentukan dalam hukum. 

Menurut Hans Kelsen, sanksi tak ubahnya sebagai reaksi koersif masyarakat 

ats tingkah laku manusia yang mengaggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. 

Oleh karena itu, legalitas norma pada suatu tatanan sosisal terletak pada sanksi yang 

melekat padanya meskipun harus dilihat juga hubungan antara suatu norma dengan 

 
10 Asep N.Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontemporer, (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2020), hal. 58 
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norma lain. Dalam hal ini, Black’s Law Dictionary, mengartikan sanksi merupakan 

sebuah hukuman atau tindakan yang memaksa yang dihasilkan dari kegagalan 

untuk mematuhi undang-undang. 

Secara kualitatif, sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan jauh 

lebih berat apabila dibandingkan dengan sanksi sosial. Sanksi hukum memiliki 

kekuatan yang yang mengikat dan dapat dipaksakan keberlakuanya oleh negara 

melalui suatu proses dan prosedur tertentu, sementara sanksi sosial tidak disertai 

dengan instrument maupun aparatur penegakkannya sehingga tidak memiliki 

kekuatan memaksa.  

2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Berdasarkan KUHPidana dan KUHPM  

Hukum Pidana Militer hanya berlaku bagi para anggota militer, tidak 

berlaku bagi warga sipil. Kemudian pengaturan mengenai tindakan Pidana Militer 

yang diatur dalam KUHPM pada ketentuan umum pasal 1 Undang – undang no.31 

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (tentang tertangkap tangan), yang berbunyi: 

“tertangkapnya seseorang pada sedang melakukan tindak pidana, atau dengan 

segera sesudah sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang 

melakukannya, atau apabila sesaat kemudian ditemukanya bebenda yang diduga 

keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu”11 

Berdasarkan uraiana peristiwa serta norma hukum tersebut, akan berdampak 

pada suatu bentuk pertanggungjawaban dari anggota TNI dalam suatu tindak pidana 

berat yang dilakukan kepada masyarakat yang menimbulkan akibat hukum dan 

 
11 Widya Yuridika, 2022, Pertanggungjawaban Pidana TNI dalam Tindak Penganiayaan 

Berat, Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 
Surabaya 
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penerapan hukum dalam pasal penganiaayaan berat, dapat dikenakan kepada 

oknum TNI selain pada tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM. 

Penjatuhan sanksi hukum memiliki perbedaan antara di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer, Yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman tambahan. 

Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya hukuman 

pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam 

penjatuhanhukuman hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkn suatu 

putusan, namun hal tersebut juga harus sesuai dengan kepentingan yang ditinjau 

dari sudut pidana militer.12   

2.2 Tinjauan umum tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

2.2.1 Pengertian TNI (Tentara nasional Indonesia) 

TNI sebagai singkatan dari Tentara Nasional Indonesia bukanlah suatu 

organisasi militer semata-mata. Di samping merupakan kekuatan militer pada 

dasarnya adalah suatu organisasi perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Jika 

mengingat terbentuknya TNI itu pada tahun 1945 tentu mengalami proses 

perwujudanya. Mula-mula sesudah kemerdekaan bangsa, diproklamasikan didalam 

suatu keadaan di mana masih terdapat sekian banyak tentara Jepang di Indonesia 

dan dapat diperkirakan kedatangan tentara sekutu dalam waktu dekat, maka dengan 

perasaan khawatir bahwa kemerdekaan itu akan ditumpas dan di tiadakan oleh 

orang-orang asing. Maka mengamankan kemerdekaan yang sudah begitu lama di 

 
12 Syaiful Bahkri, 2017, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Resosiliasi Terpidana Dalam 

Sistem Peradilan Pidana, Al- Qisth, vol. 2, No. 2, hal. 121 
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idam-idamkan di bentuklah Badan Keamanan Rakyat pada tahun 1945 tanggal 19 

Agustus untuk mengorganisasikan daya perlawanan.13  

Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diubah namanya menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat disingkat TKR. Tetapi selain adanya kelengkapan organisasi 

yang lebih sempurna dari pada BKR, semangat dan keadaan TKR adalah sama. 

Meskipun organisasi Republik Indonesia yang mudah berhasil menjadi semakin 

rapih, di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terasa kekuasaan Negara baru itu. Kecuali 

di kota-kota besar ditepi Pantai dan di kota Bandung, dengan semakin rapihnya 

Negara itu, maka pada tanggal 25 Januari 1946 perlu untuk merubah nama tentara 

resmi dan Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia disingkat 

menjadi TRI.14 Tetapi perubahan nama ini tidak menghilangkan sifat-sifat khas dari 

tentara, yaitu sebagai tentara pejuang yang bahu- membahu dengan rakyat melawan 

pihak penjajah dengan alat-alat serta senjata-senjata apa adanya namun dengan 

semangat nasional dan cinta kemerdekaan yang menggelora. 

Tanggal 7 Juni 1947 dikeluarkan penetapan Persiden yang antara lain 

menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya 

Tentara Nasional Indonesia (TNI).15 Setelah konferensi Meja Bundar (KMB) pada 

bulan Desember Indonesia berubah menjadi Negara Federasi dengan nama 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka di bentuk pula 

Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNII. 

 
13 Nyoman Dekker, Sejarah Revolusi Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hal. 17 
14 Sayidiman Suryohadiprojo, Langkah-Langkah Perjuangan Kita, (Jakarta: UI Press, 

1986), hal. 4 
15 Soebijono,Tambunan, dkk, Dwi Fungsi ABRI Perkembangan dan Perannya Dalam 

Kehidupan Politik di Indonesia, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1997), hal. 15 
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Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali 

menjadi Negara Kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan 

Perang Republik Indonesia (APRI). Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan 

antara angkatan perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang 

bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu 

komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi 

dalam melaksanakan perannya dan menjatuhkan dari peran polituik tertentu.  

Pada tahun 1998 terjadi situasi politik Indonesia. Perubahan tersebut 

berpengaruh terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri 

secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai 

tentara di kembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional 

Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata , yaitu TNI Angkatan Darat, TNI 

Angkatan Udara , dan TNI Angkatan Laut, TNI dipimpin oleh seorang Panglima 

TNI. 

Sesuai ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan 

POLRI serta ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran 

POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-

Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditanda tangani oleh 

Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004.16 

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia) 

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa 

 
16 Wikipedia, “Sejarah Tentara Indonesia”, https://id.wikipedia.org/ 2021/08/14, (dikutip, 

04 Oktober 2022, 09.00 WIB) 
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dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan 

bangsa dan negara. 

Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: 

a. Opersi militer untuk perang 

b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk: 

1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata; 

2) Mengatasi pemberontakan bersenjata; 

3) Mengatasi aksi terorisme; 

4) Mengamankan wilayah perbatasan; 

5) Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; 

6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar 

negeri; 

7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 

8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan penduduknya secara 

dini sesuai dengan system pertahanan semesta; 

9) Membantu tugas pemerintahan di daerah; 

10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas 

keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 

11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dam 

perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 

12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengunsia dan  pemberian 

bantuan kemanusiaan; 

13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and 

rescue); serta  
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14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan 

terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan. 

c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan dan keputusan politik negara.17Tentara Nasional Indonesia diakui 

sebagai golongan fungsionil, yang dimasukkan didalam kategori golongan 

fungsionil Angkatan Bersenjata Republik Idonesia termasuk di dalamnya 

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Sejak saat ini Militer 

merupakan kekuatan politik tersendiri disamping partai-partai politik dalam 

pemerintahan, yaitu sebagai golongan fungsionil.18 Beberapa fungsi Anggota 

TNI: 

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: 

a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman 

bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan 

wilayah, dan keselamatan bangsa; 

b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a; dan 

c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI 

merupakan komponen utama system pertahanan negara. 

2.3 Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiyaan 

2.3.1 Pengertian tindak pidana penganiyaan 

 
17 Puspen TNI, “Peran, Fungsi dan Tugas”, https://tni.mil.id/ , 2021, (Dikutip, 04 Oktober 

2022, Pukul 10:41 WIB) 
18 Yahya A. Muhaimin, Perkembangan Militer Dalam Politik Di Indonesia, (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2005) hal. 113 
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Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHPidana disebut 

penganiayaan. Dari segi tata bahas, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata 

sifat yang bersal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran 

“an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang bersal dari 

kata aniaya yang menunjukan subyek atau pelaku penganiayaan itu.19 

Menurut M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai 

berikut “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada 

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalua perbuatan itu 

dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.20 Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, 

penindasan, dan sebagainya).21 Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah 

melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam 

melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat 

rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam 

perbuatanya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHPidana yang disebut 

dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti 

dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum 

dalam memahaminya. 

Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut 

 
19 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Penerbit 

Almuni, 2014), hal 30 
20 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan 

Prevensinya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 5 
21 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Op Cit, hal. 149 
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para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang 

lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak 

boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.22 

b. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang 

lain. 

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja 

menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat 

tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan 

mempunyai unsur sebagai berikut: 

1) Adanya kesengajaan. 

2) Adanya perbuatan. 

3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: 

a) Rasa sakit pada tubuh. 

b) Luka pada tubuh. 

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan 

ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang 

dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatanya sehingga 

menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. 

 
22 Leden Marpaung Op. Cit hal. 6 
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Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 

355 KUHPidana adalah sebagai berikut: 

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHPidana. 

Pasal 351 KUHPidana mengatakan sebagai berikut: 

a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah. 

b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat yang bersalah dipidana 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun. 

d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Penganiayaan 

yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya 

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat 

kepada dirinya sendiri. 

Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang 

bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu 

perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh 

dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa 

sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan 

memukul atau lainya yang menimbulkan rasa sakit dikatan sebuah penganiayaan. 

Oleh karena mendapat perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi jabatanya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau 
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seorang dokter yang telah melukai pasienya dan menyebabkan luka, tindakan 

tersebut tidak dapat dikatan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk 

mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasienya. Adapula 

timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, 

pencak silat, dan lain sebagainya. 

Perbuatan yang telah melampui batas tertentu yang telah diatur dalam 

hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena 

telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka berbuatan tersebut dinamakan 

sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. 

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP 

Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHPidana. Disebut penganiayaan ringan 

karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak 

menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak 

pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHPidana sebagai berikut: 

a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang 

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 

jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana 

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat 48 ribu 

lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan 

kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. 

b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 

KUHPidana ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiyaan 

ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli 

hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu 
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hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi 

tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan 

kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam 

Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiyaan ini tidak 

akan membahayakan orang lain. 

3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHPidana. 

Pasal 353 KUHPidna mengenai penganiyaan berencana merumuskan 

sebagai berikut: 

a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun. 

b. Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara palang lama tujuh tahun. 

c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

 
Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah 

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk 

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.23 Apabila kita fahami tentang 

arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan 

tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur 

direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade) sebelum perbuatan dilakukan, 

direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari 

kesengajaan (opzettielijk) dan merupakan alasan pemberat pidana pada 

 
23 Ibid hal. 12 
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penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan 

berencana (Pasal 340 KUHPidana).  

Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi 

yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya. 

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana apabila 

mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat 

pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka 

berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan 

berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHPidana), apabila 

kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut 

lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 

KUHPidana). 

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHPidana. 

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHPidana yang 

rumusannya adalah sebagai berikut: 

a. Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena melakukan 

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama sepuluh tahun.  

Penganiayan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat disebut 

juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. 

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, pebuatan 

yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa 

perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam 
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undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam 

merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus 

menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-

undang sebagai unsur dari tindak pidana. 

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur 

dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah 

dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebukan pula tuduhan pidana 

semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak 

pidana. 

 Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 

harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan 

pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini 

bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan 

luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: 

Luka berat berarti :  

a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan 

sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.  

b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan 

pencaharian.  

c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.  

d. Mendapat cacat besar.  

e. Lumpuh (kelumpuhan).  

f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.  

g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.  
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Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa 

dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat 

bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau 

alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. 

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHPidana.  

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHPidana yang 

rumusannya adalah sebagai berikut: 

a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada diata tentang kejahatan yang berupa 

penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat 

berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 

ayat 1 KUHPidana) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHPidana). 

Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan 

berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara 

serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi 

baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2023 setelah 

dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline . 

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jalan 

Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, 

Sumatera Utara 20131.  

 

 

No Kegiatan 

Bulan 

Keterangan Agustus 
2022 

Desember 
2022 

 
Maret 
2022 

 

 
April-

Agustus 
2023 

 

 
September-
Desember 

2023 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.  Pengajuan 
Judul 

                                        
  

2. Seminar 
Proposal 

                                        
  

3. Penelitian                                           

4. 

Penulisan 
dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                                        

  

5. Seminar 
Hasil 

                    
 

6. Sidang 
Meja Hijau 
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3.2 Metodologi Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian 

yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma 

dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip 

hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip 

hukum.24 

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan  riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis. Proses dan makna (perspektif responen) lebih ditonjolkan dan makna 

penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

lapangan. 

3.2.2 Jenis Data 

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah 

ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini: 

a. Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari nara sumber 

atau masyarakat.25 Data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). 

3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional 

Indonesia. 

4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. 

 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47 
25Ibid, hal. 12 
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b. Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian 

kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan 

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau 

dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi.26 

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah 

buku-buku literature tentang TNI, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli 

hukum, jurnal, makalah, dan lain-lain.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan 

bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-

penelusuran di internet, dan kamus hukum. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan 

penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu 

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum,  dan 

juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang TNI (Tentara 

Nasional Indonesia). 

b. Penelitian lapangan (Field Research). yaitu dengan melakukan penelitian 

lapangan  ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dalam hal ini penulis 

langsung melakukan wawancara pada Hakim Militer Mayor CHK Arief 

Rachman, SE. SH pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI 

 
26Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65 
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Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Kasus Putusan 

Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021). 

3.2.4 Analisis Data 

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang 

menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh 

secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban 

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara 

kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan 

data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab 

pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun di analisa 

secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh 

terhadap gejala dan fakta dalam pelaksanaan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap 

Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan 

Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021).27 Dan diakhiri dengan penarikan 

kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang 

dirumuskan. 

 

 
27 Syamsul Arifin, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum, (Medan: Area 

University Press, 2012), hal.66 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka penulis 

menyimpulkan bahwa:  

1. Pengaturan hukum terhadap anggota TNI dalam menjatuhkan sanksi pidana 

dalam KUHPM, tetap menerapkan sanksi pidana berdasarkan KUHP. Tindak 

pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di lingkungan peradilan 

militer termasuk jika seorang oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan 

yang melanggar hukum pidana seperti tindak pidana penganiayaan yang 

berdampak sangat tidak baik di lingkungan militer. Maka dari itu, diperlukan 

penegakkan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan. Tidak hanya penjantuhan sanksi pokok terhadap Oknum 

anggota TNI tetapi dapat disertai dengan penjantuhan sanksi administratif 

seperti penundaan kenaikan pangkat, skorsing, dan pemecatan. 

2. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang 

dilakukan oleh oknum anggota TNI tersebut dapat disimpulkan berasal dari 

pengaruh lingkungan maupun dari kepribadian individu. 

3. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak 

pidana penganiayaan berat berdasarkan pertimbangan  Hakim tingkat 

Banding dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Yang bernama 

Suhemi, Kopral satu/NRP 31950342140474 dalam tindak penganiayaan berat 

sesuai dengan putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021 berdasarkan 

fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
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pemeriksaan disidang peengadilan secara sah melakukan tindak pidana 

penganiayaan berat dengan dijatuhi hukuman pidana pokok 4 (empat) tahun 

6 (enam) bulan penjara dan hukuman tambahan yang berupa pemecatan dari 

dinas militer. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan bagi anggota TNI agar lebih dapat fokus lagi dalam upaya 

melakukan program pemahaman tentang disiplin militer untuk tidak 

melanggar perbuatan yang berlawanan dengan hukum.  

2. Diharapkan untuk atasan hukum atau petinggi hukum di setiap satuan agar 

lebih tegas dalam memberikan aturan atau tata tertib militer, serta lebih 

meningkatkan lagi pengetahuan hukum dalam militer, agar anggota TNI 

tidak sembarang dalam mengambil tindakan. Serta hendaknya memberikan 

sanksi lebih tegas  terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh 

oknum TNI terhadap masyarakat sipil agar lebih memberikan efek jera 

terhadap pelaku dan menjadi pelajaran bagi anggota TNI lainnya. 

3. Diharapkan kepada Oditur Militer agar dalam melaksanakan tugasnya lebih 

professional dalam mengajukan tuntutan pidana dengan lebih  

mempertimbangkan kembali berdasarkan fakta-fakta serta bukti yang ada 

dalam persidangan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara 
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Lampiran 2. Surat Selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara 

Narasumber : Hasil wawancara dengan Bapak Mayor CHK Arief Rachman, SE. 

SH, Selaku Hakim Militer golongan V Pengadilan Militer Tinggi I Medan, pada hari 

kamis 9 Maret 2023. 

 

Penulis: Penulis: Menurut bapak, apa yang menjadi faktor penyebab anggota militer 
melakukan tindak pidana penganiayaan ? 

Narasumber:  karena dia seorang tentara dan merasa hebat dan semena-mena kepada 
masyarakat terlabih lagi tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai anggota militer 
sesuai dengan yang telah di sumpahkan seorang milter. 

Penulis: Apa militer menggunakan KUHP dalam penganturan tindak pidana Militer  ? 

Narasumber:  ya menggunakan KUHP Penjatuhan sanksi hukum terdapat petrbedaan 
tantara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer, yaitu penjatuhan hukuman pokok atau tidak adanya hukuman 
tambahan. Dalam hal ini hukuman tambahan juga tidak bisa dijatuhkan tanpa adanya 
hukuman pokok berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dalam 
penjatuhan hukuman, hakim memiliki kewenangan dalam mempertimbangkan suatu 
putusan, namun hal tersebut juga harus sesuai kepentingan yang ditinjau dari sudut pidana 
militer 

Penulis: apa saja  Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Militer? 

Narasumber:  ada beberapa saksi pidana terhadap anggota militer yaitu disersi,kalo seperti 
kejahatan umu biasanya masih menggunakan KUHP Jika melakukan kejahatan 
pembunuhan sudah di kategorikan sanksi pidana berat seperti pemecatan dari militer dan 
penjara seumur hidup. 

 

Penulis : bagaimana Susunan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer? 

Narasumber:  Susunan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdapat 4 bagian 
yaitu Pengadilan Militer (Dilmil) tingkat pertama perkara pidana yang mana termohon 
seorang anggota TNI yang berpangkat dari Prada sampai pangkat kapten. Pengadilan 
Militer Tinggi kalo berpangkat mayor tuntutan dapat diputuskan oleh Pengadilan Militer 
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Tinggi (Tingkat banding), Pengadilan Militer Utama tingkat pidana diputuskan oleh 
pengadilan tinggi milter I, 

 

Penulis:Mengapa terdakwa mengajukan tingkat banding ? 

Narasumber:  penjatuhan tindak pidana 2 tahun 6 bulan kaerena terdakwa atau pomohon 
adalah tulang punggung keluarga dan tindak pidana pemecatan anggota militer terlalu 
berat mengigat terdakwa atau permohon banding sangat terpukul atas pidana tersebut oleh 
kesatuan angggota militer. 
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Lampiran 4. Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-2 
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